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ABSTRAK 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah sebagai unsur Aparatur Negara yang 

bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, 

jujur, adil. Jumlah PNS di Kabupaten Sleman ada 12198 orang PNS, demikian 

dengan yang melanggar larangan ada 65 orang PNS, dan yang diberhentikan ada 7 

orang PNS dari tahun 2010-2012. Pada dewasa ini banyak PNS yang tidak 

melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dan tidak disiplin, sebagaimana 

juga terjadi di Pemerintahan Kabupaten Sleman, dengan data yang Penyusun 

dapat dari 7 orang PNS yang diberhentikan melakukan penyalahgunaan 

wewenang yaitu tindak pidana korupsi dan pemalsuan surat izin, tindakan asusila 

dengan melakukan perselingkuhan dan kurang disiplin dengan tidak masuk kerja. 

Maka Penyusun melakukan penelitian prosedur pemberhentian dan upaya hukum 

apa yang ditempuh PNS yang diberhentikan jika mereka mengajukan keberatan. 

Penelitian ini merupakan field research yang menggunakan metode 

kualitatif, dengan mengambil lokasi di Pemerintahan Kabupaten Sleman tepatnya 

mengambil data di Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis dan sosiologis 

mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan dengan semua tata aturan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam pengambilan data di 

lapangan, penyusun menggunakan metode observasi dan wawancara. Analisa data 

dilakukan dengan teknik analisis induktif yaitu langkah analisis yang mencoba 

menganalisis tentang prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Kabupaten 

Sleman, yang kemudian ditarik menjadi satu kesimpulan umum serta 

mendiskripsikan tentang prosedur pemberhentian secara umum untuk kemudian 

diarahkan secara khusus kepada kasus yang terjadi. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: pertama, prosedur pemberhentian 

Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan 

UU No. 43 Tahun 1999 perubahan atas Undang-undang No. 8 Tahun 1974, 

pelaksanaan dari UU tersebut adalah PP No. 53 Tahun 2010. Untuk melaksanakan 

prosedur pemberhenntian PNS ketika pemeriksaan sangat diperhatikan yaitu 

faktor dan akibat pelanggaran yang dilakukan PNS seperti contoh PNS melakukan 

tindak pidana korupsi untuk mengetahui pelanggaran termasuk kategori sedang 

atau berat dilihat dari faktor dan dampaknya korupsi tersebut. Data yang penyusun 

dapatkan di BKD Kabupaten Sleman ada 65 orang PNS yang melakukan 

pelanggaran dan 7 orang PNS diberhentikan, dari 7 orang PNS tersebut 

pelanggaran yang dominan adalah tidak masuk kerja yaitu sebanyak 4 orang PNS, 

penyalahgunaan wewenang 2 orang PNS (pemalsuan surat izin dan tindak pidana 

korupsi), hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah 1 orang PNS. Kedua, 

menunjukan bahwa upaya hukum yang dapat diambil PNS yang diberhentikan ada 

dua upaya yaitu dengan mengajukan keberatan kepada Pejabat Tata Usaha Negara 

yang berwenang menghukum dan banding administratif yang diajukan ke Badan 

Pertimbangan Kepegawaian, dari 7 orang PNS diberhentikan tersebut yang 

mengajukan upaya hukum sebanyak 2 orang PNS, alasan mengajukan upaya 

hukum adalah ingin diaktifkan bekerja kembali. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan di Indonesia dimaksudkan untuk mewujudkan cita-cita 

nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pesatnya 

pembangunan nasional dalam segala bidang di era reformasi ini memerlukan 

Pegawai Negeri yang handal. Artinya Pegawai Negeri yang dapat meneruskan 

kesinambungan pembangunan nasional melalui peningkatan sumber daya 

manusia yang ada secara profesional. Profesionalisme membutuhkan pegawai 

yang berdedikasi tinggi, moralitas yang baik, loyalitas terjamin dan 

mempunyai disiplin kerja yang tinggi, kejujuran yang tinggi dan rasa keadilan 

yang tinggi yaitu untuk penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban 

kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, 

penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian.
1
 

Saat ini, tujuan dan usaha untuk mencapai sistem pemerintahan yang 

maju, baik dan dapat mengejar ketertinggalan dari negeri lain, selanjutnya 

menjadi tujuan utama bagi masyarakat dan pemerintahan Indonesia. Dengan 

berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini salah satu perubahan 

mendasar pada bidang pemerintahan yaitu mewujudkan tata pemerintahan 

yang demokratis dan baik (democratic and good governance). Karena itu 

                                                           
1
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, pasal 1 angka 8. 
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salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan yang penting memperoleh 

perhatian dalam upayanya adalah penataan Aparatur Negara. 

Namun demikian pembangunan nasional itu melalui peningkatan 

sumber daya manusia yang bertanggungjawab, realitasnya Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) yang melakukan indisipliner yang kemudian menunjukan angka 

yang tinggi seperti karena tidak masuk kerja 46 hari atau lebih tanpa alasan 

yang sah dalam setahun, hal ini dianggap menyalahgunakan wewenang. 

Begitu juga yang diungkapkan oleh M. Imanuddin Kepala Biro Hukum dan 

Humas Kementerian PANRB bahwa: Pelanggaran yang berujung pada 

pemberhentian PNS umumnya tidak masuk kerja.
2
 Sebagaimana yang terjadi 

di Sleman pada Tahun 2010-2012 Kantor Badan Kepegawaian Daerah 

menangani  65 kasus yang menimpa Pegawai Negeri Sipil yaitu dengan 

rincian kategori ringan ada 27 kasus, kategori sedang ada 10 kasus, kategori 

berat ada 29 kasus. Dengan adanya kasus ini yang berakhir dengan 

pemberhentian yaitu 7 orang dan yang mengajukan upaya hukum 2 orang, 

maka banyaknya kasus yang menimpa PNS meningkat dari Tahun 2011 ke 

Tahun 2012 akan tetapi yang berakhir dengan pemberhentian menurun karena 

setelah dibuktikan memang Pegawai Negeri Sipil yang bermasalah atau 

mendapat tuduhan kasus tidak terbukti bersalah.
3
 

                                                           
2
 http://www.antaranews.com/berita/390192/dua-pns-batam-dipecat-karena-bolos, 

diakses pada hari kamis tanggal 03 bulan Oktober Tahun 2013 (03-10-2013),  jam 16.00 WIB. 

3
 Dokumentasi arsip tentang hukuman disiplin Pegawai Negeri sipil pemerintahan 

kabupaten sleman Tahun 2010, 2011 dan 2012. Diambil pada tanggal 23 Oktober 2013. 

http://www.antaranews.com/berita/390192/dua-pns-batam-dipecat-karena-bolos
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Sedangkan pemberhentian yang bukan karena adanya pelanggaran atau 

kesalahan oleh Pegawai Negeri Sipil yaitu yang diberhentikan karena bertugas 

di instansi yang berbeda dan biasanya instansi yang lebih membutuhkan, dari 

tahun 2010-2012  dengan total 17 PNS, diberhentikan karena meninggal dunia 

155 orang, mutasi keluar 24 orang, pensiun APS 72 orang, pensiun BUP 1513 

orang, total untuk seluruhnya yaitu 1781 orang. 

Di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Pokok-pokok 

Kepegawaian membahas tentang pemberhentian PNS terdapat dalam Pasal 23,  

yaitu: 

(1) PNS diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia. 

(2) PNS dapat diberhentikan dengan hormat. 

(3) PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan 

(4) PNS dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau 

tidak dengan hormat 

(5) PNS diberhentikan tidak dengan hormat.
4
 

 Dari kenaikan kasus tahun 2010-2012 tersebut, maka Penyusun 

tertarik untuk meneliti tentang pemberhentian PNS di Badan Kepegawaian 

Daerah Kabupaten Sleman, bagaimanakah sistematika pemberhentian 

Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Sleman. Karena itu 

Penyusun sangat tertarik untuk meneliti tentang PNS dengan mengambil 

                                                           
4
 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah 

Mada Univerity Press, 2008), hlm. 227-228. 
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judul “Pemberhentian PNS Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 43 

Tahun 1999 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 

Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Studi Kasus di Pemerintahan 

Kabupaten Sleman Tahun 2010-2012). 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di 

Pemerintahan Kabupaten Sleman berdasarkan Undang-Undang Nomor 

43 Tahun 1999 perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974? 

2. Bagaimanakah upaya hukum yang diambil Pegawai Negeri Sipil yang 

diberhentikan tersebut di Pemerintahan Kabupaten Sleman? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan penelitian: 

a. Untuk mengetahui prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 

yang terjadi di Kabupaten Sleman, berdasarkan dengan Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 1999 perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1974. 

b. Untuk mengetahui Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten 

Sleman setelah diberhentikan, melakukan upaya hukum atau tidak, 

jika melakukan upaya hukum, maka melalui banding administratif 

atau ke Pengajuan Keberatan ke atasan yang memberikan putusan 

pemberhentian. 
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2. Kegunaan penelitian: 

a. Secara teoritik, penelitian ini bertujuan untuk menambahkan 

pengetahuan bagi pembaca umumnya dan khususnya untuk 

Penyusun terhadap prosedur pemberhentian PNS di Pemerintahan 

Kabupaten Sleman dan upaya hukum yang dipilih sebagai PNS 

yang  diberhentikan oleh Pemerintahan Kabupaten Sleman 

Yogyakarta. 

b. Secara akademik, sebagai sumbangan pemikiran (ide dan saran) 

dalam rangka menambah khasanah ilmu tentang prosedur 

pemberhentian PNS dan bagaimana penerapannya dan upaya 

hukum apa yang dipilih oleh PNS yang diberhentikan di 

Pemerintahan pada umumnya. 

D. Tinjauan Pustaka 

Pada hemat penyusun, belum ada suatu pembahasan yang inheren 

dan komprehensif tentang pemberhentian PNS ditinjau dari Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 1999, baik itu dalam bentuk skripsi maupun 

karya ilmiah namun dalam penelusuran penyusunan diperoleh bahwa ada 

beberapa karya yang membahas tentang PNS yaitu: 

Dalam skripsi yang berjudul “Pengajuan Ijin Perceraian Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) Guru (Studi Kasus Dikantor Badan Kepegawaian 
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Daerah (BKD) Kota Yogyakarta)”
5
 yang dibuat oleh Norma Yuneti 

Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas Syari’ah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, menunjukkan 

bahwa Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan izin perceraian 

landasan hukum dan pertimbangan hukum yang dipakai untuk 

menyelesaikan kasus tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam dan 

ketentuan yang berlaku. Demikian pula dengan pelaksaan pemberhentian 

Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman 

yang Penyusun teliti sudah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang 

sudah diatur dalam bawahan dari Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 

perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 yaitu Peraturan 

Pemerintah No. 53 Tahun 2010.  

Dalam skripsi yang berjudul “Kinerja Pemerintah Daerah Dalam 

Melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 Tentang 

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian PNS (Studi 

Pada Bagian Kepegawaian Kota Batu),”
6
 yang ditulis oleh Afni Heni 

Suryani mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan ilmu 

pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, tahun 2007, 

menyimpulkan bahwa pelaksanaan tentang pemberhentian PNS secara 

                                                           
5
 Norma Yuneti, “Pengajuan Ijin Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru (Studi 

Kasus Dikantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Yogyakarta)”, Skripsi, Jurusan Al-

Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta (2010). 

6
 Afni Heni Suryani,  “Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Peraturan 

Pemerintah No. 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan 

Pemberhentian PNS (Studi Pada Bagian Kepegawaian Kota Batu)”, Skripsi, Jurusan Ilmu 

Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang (2007). 
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umum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 

Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS, 

dengan demikian penilitian tersebut berbeda dengan Penyusun yang akan 

membahas secara spesifik tentang pemberhentian PNS. 

Dalam jurnal yang berjudul “Upaya Keberatan Terhadap PNS 

Yang Dijatuhi Hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat,”
7
 yang 

ditulis oleh Sri Hartini, Fakulas Hukum Universitas Jenderal Soedirman 

Purwokerto, Jawa Tengah. Menerangkan bahwa penyelesaian sengketa 

kepegawaian berkaitan dengan pemberhentian PNS secara tidak hormat 

dapat diselesaikan dengan peraturan kepegawaian, dengan dasar Undang-

Undang PTUN Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (3). Penelitian Sri 

Hartini dan Penyusun sama subjeknya yaitu PNS akan tetapi ada 

perbedaanya, perbedaanya adalah Penyusun membahas pemberhentian 

PNS sedangkan Sri Hartini membahas tentang sengketa yang berkaitan 

tentang pemberhentian PNS. 

Dengan adanya penelitian di atas, Penyusun menyimpulkan bahwa 

penelitian di atas dan penelitian Penyusun itu berbeda, berbedaanya 

dengan Skripsi dari Afni Heni Suryani adalah dalam metode penelitian dan 

studi kasus pada penelitian berbeda, Afni membahas hanya sebagian saja 

tentang pemberhentian PNS, sedangkan Penyusun spesifik pada 

pemberhentian PNS saja. Dengan jurnal Sri Hartini sama membahas 

                                                           
7
 Sri Hartini, “Upaya Keberatan Terhadap PNS Yang Dijatuhi Hukuman 

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat,” Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman 

Purwokerto Jawa Tengah (2011). 
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tentang PNS akan tetapi Sri Hartini spesifik ke sengketa pemberhentian 

PNS sedangkan Penyusun spesifik pada pemberhentiannya. 

E. Kerangka Teoritik 

1) Teori Negara Hukum 

Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang 

menjamin keadilan kepada warganya. Keadilan merupakan syarat bagi 

tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai 

dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap 

manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula 

peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu 

mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.
8
 

2) Teori Kepegawaian 

a. Teori Dinas Publik 

Secara teoritis PNS terikat oleh hubungan dinas publik 

dengan negara. Adapun yang dimaksud hubungan dinas publik 

menurut Logemann adalah bilamana seseorang mengikat dirinya 

untuk tunduk pada perintah dari pemerintah untuk melakukan 

sesuatu atau beberapa macam jabatan itu dihargai dengan 

pemberian gaji dan beberapa keuntungan lain.
9
 

                                                           
8
 5 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia 

(Jakarta: Pusat Studi HTN-FHUI, 1988), Hlm. 153. 

9
 S.F. Marbun dan M. Mahfud MD, Pokok-Pokok Hokum Administrasi Negara, 

(Yogyakarta: Liberty, 1987), Hlm. 98-99. 
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Jadi, inti dari hubungan dinas publik itu adalah kewajiban 

bagi pegawai yang bersangkutan untuk tunduk pada pengangkatan 

dan pemberhentian dalam beberapa macam jabatan yang berakibat 

bahwa pegawai yang bersangkutan tidak menolakFF (menerima 

tanpa syarat) pengangkatannya dan pemberhentiannya dalam satu 

jabatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Jadi yang terpenting 

dari hubungan dinas publik adalah kewajiban dari pegawai yang 

bersangkutan untuk tunduk pada pengangkatan dan pemberhentian 

oleh pemerintah dalam satu atau beberapa macam jabatan tertentu. 

3) Teori Penyelesaian Sengketa Kepegawaian 

Penyelesaian sengketa pertama ialah penyelesaian sengketa 

melalui pengadilan; dan kedua, penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan. Kedua bentuk penyelesaian ini merupakan penyelesaian 

secara hukum, oleh karena diatur menurut hukum. Persamaan antara 

penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa 

di luar pengadilan, ialah sama-sama ditujukan untuk menyelesaikan 

persengketaan secara hukum. Hal ini berarti, ketika timbul 

persengketaan atau perselisihan, hanya penyelesaiannya secara 

hukum yang digunakan, bukan penyelesaian secara kekerasan atau 

cara lainnya yang justru melawan hukum. 

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat heteronom 

dalam penegakan hukumnya, oleh karena putusan arbitrase maupun 

putusan alternatif penyelesaian sengketa membutuhkan 
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penguatannya lebih lanjut melalui lembaga peradilan. Ada pihak lain 

yang turut menguatkan kekuatan hukum memaksa dari putusan 

arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. 

Penyelesaian sengketa kepegawaian ada 2 (dua) yaitu 

melalui Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan 

Kepegawaian (BAPEK) dan mengajukan keberatan kepada pejabat 

yang mengeluarkan putusan. Banding Administratif adalah upaya  

administratif yang  dapat  ditempuh  oleh  PNS  yang  tidak  puas 

terhadap  hukuman  disiplin  berupa  pemberhentian dengan  hormat  

tidak  atas  permintaan  sendiri  atau pemberhentian  tidak  dengan  

hormat  sebagai  PNS yang  dijatuhkan  oleh  pejabat  yang  

berwenang menghukum,  kepada  BAPEK.
10

 

Pegawai Negeri Sipil  yang  dijatuhi  hukuman  disiplin  

berupa pemberhentian  dengan  hormat  tidak  atas permintaan  

sendiri  atau  pemberhentian  tidak dengan  hormat  sebagai  PNS  

oleh  Pejabat  Pembina Kepegawaian  atau  Gubernur  selaku  Wakil 

Pemerintah  dapat  mengajukan  banding  administratif kepada 

BAPEK. Banding  administratif  diajukan  secara  tertulis  kepada  

BAPEK  dan tembusannya  disampaikan  kepada  Pejabat  Pembina 

Kepegawaian  atau  Gubernur  selaku  Wakil Pemerintah  yang  

memuat  alasan  dan/atau  bukti sanggahan. Banding  administratif  

                                                           
10

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (6)  

Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian 
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sebagaimana  dimaksud  di atas  diajukan  paling  lama  14  (empat  

belas)  hari, terhitung  sejak  tanggal  surat  keputusan  hukuman 

disiplin diterima jika melewati 14 (empat belas) hari maka Banding 

Administratif yang diajukan kepada BAPEK tidak dapat diterima. 

BAPEK  dalam  mengambil  keputusan  dilakukan dengan 

musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat 

tidak  tercapai,  keputusan diambil dengan suara terbanyak. 

Keputusan  BAPEK  dapat  memperkuat, memperberat,  

memperingan,  atau  membatalkan keputusan  Pejabat  Pembina  

Kepegawaian  atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah.  

Keputusan  BAPEK  ditandatangani  oleh  Ketua  dan 

Sekretaris yang bersifat  mengikat  dan  wajib  dilaksanakan oleh 

semua pihak yang terkait, kemudian keputusan  BAPEK  

disampaikan  kepada  PNS  yang mengajukan  banding  

administratif,  Pejabat  Pembina Kepegawaian  atau  Gubernur  

selaku  Wakil Pemerintah, dan Pejabat lain yang terkait. 

Banding Administratif ke BAPEK keputusan yang 

dihasilkan tetap ada pemberhentian maka dapat diajukan langsung ke 

Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara. 

Penyelesaian sengketa dengan mengajukan keberatan kepada 

yang memberi keputusan pemberhentian yaitu  dengan menggunakan 

teori negosiasi, konsiliasi dan mediasi. 
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Istilah “Negosiasi” dalam terminologi bahasa Inggris 

disebut dengan “Negotiate” dan “Negotiation”. Henry Campbell 

Black, mengartikan “Negotiation” sebagai “is process of submission 

and consideration of offers until  acceptable  offer is made and 

accepted”.
11

 Sedangkan menurut M. Marwan dan Jimmy P, 

mengartikan Negosiasi sebagai proses  tawar-menawar dengan jalan 

berunding antara para pihak yang bersengketa untuk mencapai 

kesepakatan bersama.
12

 

Istilah konsiliasi dalam bahasa Inggris disebut sebagai  

“Conciliation”, yang oleh Henry  Campbell  Black, diartikannya 

sebagai: “The adjustment and settlement of a dispute in a friendly, 

un-antagonistic manner.”
13

 

M.  Marwan dan Jimmy P, mengartikan Konsiliasi sebagai 

usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak bersengketa 

agar mencapai kesepakatan guna menyelesaikan sengketa dengan 

kekeluargaan.
14

 Munir Fuady menjelaskan, Konsiliasi mirip dengan 

mediasi, yakni merupakan suatu proses penyelesaian sengketa berupa 

negosiasi  untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral 

dan tidak memihak yang akan bekerja dengan pihak yang 

                                                           
11

 Henry Campbell Black,  Black’s Law Dictionary, (West Publishing: Co., St. Paul, 

1989), hlm. 934 

12
 M.  Marwan, Dan Jimmy P,  Kamus Hukum  , (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hlm. 

450. 

13
 Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary…….. hlm. 262 

14
  M.  Marwan, Dan Jimmy P,  Kamus Hukum  ……..hlm. 376. 
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bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam 

menyelesaikan sengketa tersebut.
15

 

Mediasi yaitu para ahli memberikan makna secara 

etimologi dan terminologi. Secara etimologi istilah mediasi berasal 

dari bahasa Latin yang berarti berada di tengah, makna ini menunjuk 

pada peran ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya 

menengahi dan menyelesaikan sengketa antara pihak, “berada di 

tengah” juga berarti mediator harus berada pada posisi netral dan 

tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa dan juga mediator 

harus bisa menjaga kepentingan para pihak secara adil dan sama, 

sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang 

bersengketa.
16

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu cara yang dilakukan untuk 

menentukan atau menggali suatu yang telah ada untuk kemudian diuji 

kebenarannya yang mungkin masih diragukan.
17

 Dalam penyusunan 

skripsi ini, Penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

 

                                                           
15

 Munir Fuady,  Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis), (Bandung: 

Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 12. 

16
 Syahrizal Abbas, “Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari’ah, Hukum Adat Dan Hukum 

Nasional” CIDA, Dep. Agama Rep. Indonesia, McGilol Univercity, montreal, Canadian, (banda 

aceh: IAIN Ar-Roniry, 2009), hlm. 1-2. 

17
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1997), hlm. 102. 
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1. Jenis Penelitian 

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field 

research) penelitian pengumpulan datanya dilakukan di lapangan yaitu 

dengan mengambil ke BKD Kabupaten Sleman, kemudian dijadikan 

data yang akan dianalisis. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian 

kualitatif.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Analisis data 

kualitatif yaitu data yang sudah diidentifikasi kemudian 

diklasifikasikan berapa jumlah pemberhentian PNS di Badan 

Kepegawai Daerah Kabupaten Sleman yang sudah terjadi dan mencari 

prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan 

Kabupaten Sleman berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 

1999 perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan upaya 

hukum yang dipilih Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten 

Sleman yang diberhentikan tersebut. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik
18

, yaitu 

memaparkan dan menggambarkan mekanisme pemberhentian  PNS di 

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman,Yogyakarta untuk 

kemudian dibahas dan dianalisis menuju kepada kesimpulan 

                                                           
18

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 50. 



15 
 

berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 perubahan atas 

Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan yuridis dan sosiologis yaitu mendekati masalah yang 

diteliti, prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 1999 perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1974 dan upaya hukum yang dipilih Pegawai Negeri Sipil di 

Pemerintahan Kabupaten Sleman yang diberhentikan tersebut.  

Terutama pada prosedur pemberhentian PNS di Pemerintahan Daerah 

Kabupaten Sleman, Yogyakarta. 

Selain itu digunakan pendekatan kontekstual yuridis yaitu 

data yang diperoleh dilapangan bagaimana dengan kesesuaiannya 

dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok 

Kepegawaian. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data ialah segala macam alat atau 

kegiatan yang dapat digunakan dalam rangka melakukan kegiatan 

pengumpulan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Informasi 

atau data yang diambil akan disesuaikan dengan problema-problema 
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yang dihadapi, artinya data tersebut harus benar-benar ada kaitannya 

dengan dipergunakan metode-metode sebagai berikut: 

a. Metode Observasi 

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang 

sistematis terhadap gejala-gejala yang diselidiki. Observasi tidak 

hanya terbatas pada pengamatan dengan mata kepala saja, 

melainkan semua jenis pengamatan yang baik dilakukan secara 

langsung maupun tidak langsung.
19

 

Metode ini dilakukan untuk memperoleh data yang 

berkaitan dengan gambaran umum meliputi letak geografis, sejarah 

singkat, visi dan misi, tugas dan fungsi, struktur organisasi dan 

uraian tugas bidang dalam struktur organisasi. 

b. Metode wawancara 

Metode wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan 

untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan 

mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada responnden.
20

 

Dalam penelitian ini, penggunaan metode wawancara 

digunakan dengan cara bertatap muka secara face to face, yang 

diwawncarai dengan yang mewawancarai untuk menggali secara 

                                                           
19

  Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid II, (Jakarta:Andi Offset,1994), hal.137. 

20
 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Ghajah Mada Press, 

2003), hlm. 100. 
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mendalam data yang terkait dengan mekanisme, yang 

diwawancarai yaitu: 

(1) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman 

(2) Badan Penyelesaian Sengketa Pegawai 

(3) Kepala Subbidang Pembinaan 

(4) Kepala Subbidang Umum dan Kepegawaian 

(5) Hakim Pengadilan Tata Usah Negara (PTUN) Propinsi 

Yogyakarta. 

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara bebas terpimpin, karena dengan kebebasan 

diharapkan akan dapat memperoleh data yang lengkap dan dengan 

terpimpin diharapkan tema pembicaraan dapat mengarah pada 

pokok persoalan. 

5. Metode Teknik Analisis Data 

Analisis data ialah langkah untuk memberi interpretasi dan 

arti bagi data yang telah dikumpulkan (data mentah) sehingga dapat 

digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan 

dalam penelitian.
21

 

                                                           
21

  Amirul Hadi, Metodologi Penelitian Pendidikan. (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 

hlm. 141. 
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Untuk menganalisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

teknik analisis induktif yaitu ditempuh dengan beberapa prosedur 

sebagai berikut : 

a. Memilih peraturan yang terkait untuk membantu menganalisis data 

baik Undang-undang maupun peraturan pemerintah. 

b. Menelaah seluruh data yang berhasil dikumpulkan, yaitu dari data 

hasil pengamatan observasi dan wawancara apakah di 

Pemerintahan Kabupaten Sleman ada PNS diberhentikan. 

c. Setelah mengetahui ada atau tidaknya pemberhentian PNS, jika ada 

maka mencari berapa jumlah yang diberhentikan. 

d. Apakah ada PNS yang diberhentikan melakukan upaya hukum jika 

ada maka upaya hukum apa, melalui Administrasi Beruf ke 

BAPEK atau keberatan kepada Pejabat Tata Usaha Negara yang 

berwenang menghukum. 

e. Setelah dilakukan analisis PNS melakukan upaya hukum dan 

memilih upaya hukum melalui apa, maka analisis yang selanjutnya 

yaitu upaya hukum yang melalui banding Administratif ke BAPEK 

berapa persen dan yang melalui keberatan kepada Pejabat Tata 

Usaha Negara yang berwenang menghukum berapa persen. 

Gambaran analisis di atas dipergunakan Penyusun untuk 

menganalisis data-data yang berkaitan dengan implementasi dan upaya 

hukum bagi PNS yang diberhentikan. Untuk itu dilakukan wawancara 
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mendalam, pengamatan secara intensif dan membaca dokumen-dokumen 

yang ada. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam 

penyusunan skripsi ini, maka sistematika pembahasan ditulis sebagai 

berikut: 

Bab pertama, adalah merupakan pendahuluan yang bertujuan 

untuk mengantarkan pada pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini 

terdiri dari beberapa sub yang meliputi : latang belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, 

kerangka teoritik, metode penelitian, dan sitematika pembahasan. 

Bab kedua, berisi tinjauan teoritis tentang hukum kepegawaian 

yaitu terdiri dari:  pengertian Pegawai Negeri, hak dan kewajiban Pegawai 

Negeri, jenis Pegawai Negeri, tinjauan umum Pegawai Negeri Sipil, 

pengertian PNS, hak dan kewajiban PNS, pengangkatan PNS dan 

pemberhentian PNS. 

Bab ketiga, berisi gambaran umum tentang Badan Kepegawaian 

Daerah (BKD) di Pemerintah Kabupaten Sleman yaitu terdiri dari: latar 

belakang BKD, letak geografis BKD, sejarah singkat BKD, visi dan misi 

BKD, tugas dan fungsi BKD, struktur organisasi BKD, keadaan pegawai 

di BKD. 
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Bab keempat, berisi tentang analisis tentang prosedur 

pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Sleman 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. dan Upaya hukum yang diambil 

Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tersebut di Pemerintahan 

Kabupaten Sleman. 

Bab kelima, adalah bab terakhir ini merupakan bab penutup yang 

berisikan kesimpulan, saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari uraian dan analisis tentang prosedur pemberhentian Pegawai 

Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Sleman dengan berdasarkan UU 

No. 43 Tahun 1999 perubahan atas Undang-undang No. 8 Tahun 1974 dan 

upaya hukum yang dapat dilakukan Pegawai Negeri Sipil tersebut yang 

mengajukan keberatan maupun banding administratif dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan 

Kabupaten Sleman dengan berdasarkan UU No. 43 Tahun 1999 

perubahan atas Undang-undang No. 8 Tahun 1974, oleh Daerah (BKD) 

secara formil sudah sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku 

yaitu yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi secara materiil pada 

faktanya penjatuhan hukuman tersebut kurang tegas. Penjatuhan sanksi 

pemberhentian PNS oleh BKD didasarkan pada dasar-dasar yang 

meringankan seperti penyalahgunaan wewenang, tim pemeriksa dapat 

menjatuhi hukuman sedang ataupun berat, sehingga yang seharusnya 

berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010 masuk dalam klasifikasi berat 

sampai pemberhentian, tetapi berat yang penurunan pangkat. Adapun 

factor-faktor yang mempengarui yaitu faktor sosial orang Kabupaten 
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Sleman itu tinggi (menghormati dan saling menutupi kesalahan), seperti 

data-data yang terungkap yaitu dengan banyaknya data kasus 

pelanggaran berat pada tahun 2010 ada 5 yang diberhentikan 4 orang, 

tahun 2011 ada 7 yang deberhentikan ada 3 orang dan pada tahun 2012 

semakin meningkat yaitu ada 16 orang akan tetapi pada tahun 2012 ini 

tidak ada pemberhentian yang terjadi. 

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan Pegawai Negeri Sipil yang 

diberhentikan adalah dengan mengajukan keberatan kepada Pejabat 

Tata Usaha Negara yang mengeluarkan putusan pemberhentian dan 

banding administratif yang diajukan ke Badan Pertimbangan 

Kepegawaian ((BAPEK). Dari data yang Penyusun dapatkan dari 65 

Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan upaya hukum 28% dari yang 

diberhentikan yaitu 2 (dua) ini adalah data dari tahun 2010-1012, PNS 

yang mengajukan upaya hukum ini menuntut diaktifkan untuk bekerja 

kembali dengan alasan pelanggaran yang dilakukan PNS tersebut 

hukuman indisiplinernya tidak sampai pada tahap pemberhentian, akan 

tetapi dari kedua PNS yang mengajukan upaya hukum tersebut tidak 

dimenangkan oleh BAPEG dan PTUN, sehingga berakibat kedua PNS 

tersebut tetap menjalankan putusan pemberhentian. 
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B. Saran  

1. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tanggung jawab memajukan 

sumber daya masyarakat hendaknya mematuhi ketentuan-ketentuan yang 

berlaku khusunya dalam menjalankan kewajibannya dan tanggung 

jawabnya, karena apabila hal ini tidak diperhatikan akan menurun pada 

generasi berikutnya yang pada akhirnya wibawa Pegawai Negeri Sipil 

tidak ada lagi dan hilanglah juga kepercayaan masyarakat terhadap 

Pegawai Negeri Sipil. 

2. Bagi Pegawai yang ada dalam instansi Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Sleman, agar bertanggung jawab dalam melakukan bimbingan 

dan hukuman bagi Pegawai Negeri Sipil, membimbing agar kualitas dan 

wibawa Pegawai Negeri Sipil tetap ada dan dipercaya, menghukum bagi 

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran agar jera dan tidak 

mengulangi lagi kesalahan yang dapat merugikan masyarakat banyak dan 

menghukum dengan pemberhentian bagi Pegawai Negeri Sipil yang 

melakukan penyelewengan kekuasaan dengan setara kasus berkategori 

berat, Jika PNS diberhentikan maka proses pemberhentiannya harus 

dilakukan sebagaimana yang ada dalam peraturan yang berlaku dan tidak 

membedakan satu dengan yang lainnya. 

3. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena dituduh 

penyelewengan kekuasaan, jika pemberhentian tersebut dianggap tidak 

benar oleh PNS, maka PNS tersebut dapat mengajukan ke pihak yang 



100 
 

berwajib yaitu lembaga peradilan seperti BAPEK dan PTUN untuk 

mencari sebuah putusan yang sebenarnya diinginkan. 



101 

DAFTAR PUSTAKA 

A. Buku 

Abbas, Syahrizal. mediasi dalam perspektif hukum syari’ah, hukum adat dan 

hukum nasional CIDA, Dep. Agama Rep. Indonesia, McGilol 

Univercity, montreal, Canadian, Banda aceh: IAIN Ar-Roniry. 2009. 

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, Jakarta: 

Rineka Cipta. 1997. 

Black, Campbell Henry. Black’s Law Dictionary. West Publishing: Co., St. 

Paul. 1989. 

Djatmika, Sastra Dan Marsono. Hukum KePegawaian Di Indonesia. Jakarta: 

Djambatan. 1995. 

Fuady, Munir. Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis), 

Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003. 

Hadi, Amirul. Metodologi Penelitian Pendidikan, Bandung: Pustaka Setia. 

1998. 

Hadi, Sutrisno. Metodologi Research Jilid II, Jakarta:Andi Offset. 1994. 

Hadrjon, M. Philipus. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: 

Gadjah Mada Univerity Press. 2008. 

Handayaningrat, Soewarno. Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan 

Nasional, Gunung Agung, Jakarta. 1999. 



102 
 

102 
 

Hartini, Sri Dan Setiajeng Kadarsih. Hukum KePegawaian di Indonesia. 

Jakarta: Sinar Grafika. 2008. 

Hasibuan, Malayu. Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revesi Cetakan 

Ke Ketiga. Jakarta: Bumi Aksara. 2001. 

Marwan, Muhammad Dan Jimmy P, Kamus Hukum, Surabaya: Reality 

Publisher. 2009. 

Nawawi, Hadari. Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Ghajah Mada 

Press. 2003. 

Poerwadarminta, W.J.S. Kamus  Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai  

Pustaka. 1986. 

Siagian, P. Sondang. Filsafat Administrasi. Jakarta: Gunung Agung, 1996. 

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press. 1986. 

Tayibnapis, Ahmad Burhanudin. Administrasi KePegawaian; Suatu Tinjauan 

Analitik. Jakarta: Pradnya Paramitha. 1986. 

B. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah 

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi 

Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 

(6)  Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang 

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilperaturan Pemerintah Republik 



103 
 

103 
 

Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai 

Negeri Sipil, Pasal 1. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang 

Wewenang Pengangkatan, Pemindahanan dan Pemberhentian Pegawai 

Negeri Sipil. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang 

Pokok-Pokok KePegawaian Pasal 1 ayat (1). 

C. Lain-lain 

Dokumentasi Arsip Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman Tentang 

Sistem dan Prosedur Pelayanan Kepegawaian. 

Dokumentasi arsip BKD Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2009 Tentang 

Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. 

Dokumentasi arsip BKD tentang Keputusan  Kepala Badan Kepegawaian 

Daerah Kota Yogyakarta Nomor 05/BKD/III/2007. 

Dokumentasi Arsip Di Website BKD Kabupaten Sleman. 

Dokumentasi Arsip Kantor Badan Kepegawaian Daerah Tentang Sejarah 

Singkat Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman. 



104 
 

104 
 

Dokumentasi Arsip Tentang Daftar Nominatif Calon Atau Pegawai Negeri 

Sipil Pemerintah Kabupaten Sleman Keadaan 21 Oktober 2013. 

Dokumentasi Arsip Tentang Daftar Rekapitulasi PNS Dilingkungan 

Pemerintahan Kabupaten Sleman Keadaan 30 Agustus 2013. 

Dokumentasi arsip tentang hukuman disiplin Pegawai Negeri sipil 

pemerintahan kabupaten sleman Tahun 2010, 2011 dan 2012. 

Dokumentasi Arsip Tentang Prosedur Pejatuhan Hukuman Displin Bagi 

Pegawai Negeri Sipil Di Pemerintahan Kabupaten Sleman. 

Hartini, Sri. Upaya Keberatan Terhadap PNS Yang Dijatuhi Hukuman 

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. Jurnal. Fakultas Hukum 

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Jawa Tengah. 2011. 

Heni Suryani,  Afni. Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan 

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang 

Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian PNS (Studi Pada 

Bagian Kepegawaian Kota Batu). Skripsi. Jurusan Ilmu Pemerintahan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah 

Malang. 2007. 

Yuneti, Norma. Pengajuan Ijin Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru 

(Studi Kasus Dikantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota 

Yogyakarta). Skrips., Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas 

Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. 2010. 



105 
 

105 
 

http://www.antaranews. com /berita/ 390192/dua-pns- batam- dipecat- karena-

bolos. 

http://www.antaranews. com /berita/299579 /pemecatan -pns- bukan -proses-

sederhana. 



 

LAMPIRAN I 

CURRICULUM VITAE 

A. PRIBADI 

Nama   : Umi Nafisah 

Tempat, Tgl. Lahir  : Pasir Indah, 03 juni 1991 

Alamat Asal : Pasir Indah RW. 03 RT. 07 Kec. Kunto Darusslam 

Kab. Rokan Hulu Provinsi Riau Sumatra. 

Email   : Nafhis@yahoo.co.id 

B. KELUARGA 

Ayah   : Somadi  (Petani) 

Ibu    : Sodiyati  (Ibu Rumah Tangga) 

Adik I   : Nurul Hidayah (Pelajar SMP) 

Adik II   : Moh. Aziz Azkiyah (PAUD) 

C. PENDIDIKAN 

1997-2004   : SD Negeri 029 Muaradilam 

2004-2007   : SMP Islam Sunan Gunung Jati 

2007-2010   : SMA Islam Sunan Gunung Jati 

2010-2013 : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta Fakultas Syari’ah dan Hukum, Jurusan 

Ilmu Hukum 

mailto:Nafhis@yahoo.co.id


 

LAMPIRAN II 

DAFTAR PERTANYAAN 

A. Pertanyaan untuk Ibu Noor Hidayati Zakiyah Pramulani sebagai Kepala 

Subbidang Pembinaan Pegawai di BKD Sleman. 

1. Apakah di Kabupaten Sleman ada pemberhentian Pegawai Negeri Sipil? 

2. Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan apa penyebab yang 

mendominasinya? 

3. Perapa orang Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan? 

4. Ada berapa macam sebab dari pemberhentian? 

5. Upaya hukum apa yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil setelah 

diberhentikan? 

6. Apa saja upaya hukum yang dapat ditempuh Pegawai Negeri Sipil? 
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B. Daftar pertanyaan untuk Bapak Samino Sebagai Kepala Subbidang 

Penempatan Pegawai di BKD Sleman. 

1. Apa latar belakang, leta geografis, sejarah singkat, visi dan misi, tugas 

dan fungsi serta struktur daripada Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Sleman. 

2. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil itu dibagi menjadi berapa? 

3. Pemberhentian bukan karena pelanggaran ada berapa macam-
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4. Berapa data dari pemberhentian Pegawai Negeri Sipil bukan karena 
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5. Siapa Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan upaya hukum ke PTUN 

dan banding administratif? 

6. Apakah pernah terjadi kesulitan dalam membuktikan Pegawai Negeri 
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